





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah singkat PT Pembangkit Jawa Bali Services Sidoarjo 
PT PJB Services adalah anak perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali yang 
didirikan untuk menjawab kebutuhan penambahan line up bisnis di bidang 
Pelayanan Jasa Operasi dan Pemeliharaan Unit Pembangkit Tenaga Listrik. PT 
PJB Services berdiri pada tanggal 31 Maret 2001 dan terletak di Sidoarjo pada  
Juanda Business Center Blok A no 4-8 Jl. Raya Juanda no.1 Sidoarjodengan 
kepemilikan saham 95% milik PT PJB dan 5% milik Yayasan Pendidikan dan 
Kesejahteraan (YPK) PT PJB. Pada awalnya PT PJB Services hanya fokus pada 
bidang Pemeliharaan Pembangkit saja. PT PJB Services telah mengembangkan 
kemampuannya untuk menjadi perusahaan yang bergerak di bidang Operasi dan 
Pemeliharaan Pembangkit. Saat ini PT PJB Services telah berhasil Go 
International dengan memiliki pengalaman yang cukup panjang antara lain di 
Singapura, Malaysia, Kuwait, Cina dan Arab Saudi dengan memiliki reputasi 
yang baik. 
Pada tanggal 25 Maret 2002, PT PJB Services telah memperoleh sertifikat               
ISO 9001:2000; Nomor: 01 100 018787, untuk Management of Services for 
Relocation, Rehabilitation, Operation and Maintenance of Power Plants dari 
Lembaga Sertifikasi dari Jerman The TÜV CERT Certification Body of TÜV 





dengan pola Performance Contract atas pengelola PLTU Paiton Baru: 1x660 MW, 
PLTU Indramayu: 3x330 MW, PLTU Rembang: 2x315 MW, dan PLTU Pacitan: 
2x316 MW.  Salah satu alasan penunjukan PT PJB Services oleh PT PJB adalah 
menjadikan PT PJB Services sebagai perusahaan pengelola empat PLTU baru 
yang memahami karakteristik, kelemahan-kelemahan asset fisik yang berdampak 
negatif terhadap bisnis, serta mampu mengantisipasi secara proaktif, sehingga 
menghasilkan performa asset yang tinggi.  Selain itu menjadikan PT PJB Services 
sebagai perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi, sustainable dan tumbuh. 
Sehingga peran dan tanggung jawab PT PJB Services Existing menjadi: 
1.Mengelola asset 4 PLTU, yaitu: 
a. PLTU Paiton Baru, Jawa Timur (1x660 MW) 
b. PLTU Pacitan, Jawa Timur (2X315 MW) 
c. PLTU Rembang, Jawa Tengah (2X316 MW) 
d. PLTU Indramayu, Jawa Barat (3X330 MW) 
2.O&M asset pembangkit-pembangkit lainnya.  
3.   Jasa "Konsultasi" dan Supervisi Asset Management. 
4.Total Solusi Pembangkit Ketenagalistrikan. 
Adapun visi dan misi PT Pembangkit Jawa Bali Services Sidoarjo adalah : 
Visi:Menjadi perusahaan pengelola aset pembangkit listrik dan pendukungnya 
dengan standar internasional. 
Misi : 
a. Melaksanakan pengelolaan aset pembangkit listrik dan pendukungnya 





b. Menerapkan manajemen total solusi untuk meningkatkan kinerja unit 
pembangkit listrik secara berkelanjutan. 
c. Mengembangkan sumber daya perusahaan untuk meningkatkan kinerja 
perusahaan secara berkelanjutan guna memenuhi harapan stakeholder. 
 
2. Bagan Struktur Organisasi Manajer Personalia PT Pembangkit Jawa 
 Bali Services 
Adapun struktur organisasi Manajer Personalia pada PT Pembangkit Jawa 












































Gambar 3. Struktur Organisasi Manager Personalia PT Pembangkit Jawa Bali 
Services 





2. Tugas Pokok Manajer Administrasi Sumber Daya Manusia dan Staff 
Payroll 
Divisi Administrasi SDM dipimipin oleh seorang Manajer dan dibawah 
manajer ada beberapa staff yang bekerja dalam naungannya, salah satu staff nya 
yakni staff Payroll.Tugas Pokok Manajer Administrasi Sumber Daya Manusia dan 
Staff Payroll pada PT Pembangkit Jawa Bali Services adalah sebagai berikut : 
a. Mengkoordinir proses keputusan yang berkenaan dengan administrasi 
karyawan, berupa Pengangkatan/pemberhentian, skala grade, Hukuman 
disiplin, Penghargaan pegawai (misalnya: zero claim untuk masalah 
kesehatan dll). 
b. Memastikan pengelolaan daftar penghasilan, tunjangan-tunjangan dan 
lembur karyawan termasuk potongan hutang karyawan yang menjadi hak 
perusahaan. 
c. Memastikan pengelolaan administrasi kesehatan karyawan. 
d. Memastikan pengelolaan asuransi dan pajak penghasilan karyawan. 
e. Memastikan pengelolaan administrasi tenaga kerja tidak tetap 
(outsourcing). 
f. Memastikan pengelolaan daftar penilaian kinerja karyawan (SKP). 
g. Memastikan pengelolaan kontrak-kontrak yang berkenaan dengan SDM, 
meliputi kontrak tenaga kerja, dokter, runah sakit langganan dll. 
h. Mengkoordinir proses administrasi pegawai bermasalah. 






B. Data Fokus Penelitian 
1. Implementasi Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan PT 
Pembangkit Jawa Bali Services 
Dalam fokus penelitian yang pertama yakni implementasi Tunjangan PPh 
Pasal 21 terdapat 2 batasan data yang akan diambil untuk dilakukan analisis dan 
sesuaikan dengan kebutuhan penelitian,  data tersebut  terdiri dari Mekanisme 
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan teratur karyawan  tetap, 
dan Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tidak 
teratur karyawan  tetap. Berikut uraian data fokus penelitiannya: 
a. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan 
Tetap 
Mekanisme perhitungan sangat  berperan penting pada penelitian ini,  untuk 
dapat mengetahui penerapan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah sesuai 
dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan pemotongan, 
penyetoran, pelaporan PPh 21 atas gaji pegawai tetap PT Pembangkitan Jawa Bali 
Services selalu mengikuti dan menerapkan aturan terbaru yang diterbitkan oleh 
Direktorat Jendral Pajak. Besarnya PPh 21 atas penghasilan masing-masing 
pegawai tetap dihitung berdasarkan PKP (Penghasilan Kena Pajak) dikalikan tarif 
pasal 17 ayat 1a Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008.  
PT PJB Services menggunakan metode Gross Updimana PPh 21 
karyawannya ditunjang oleh perusahaan. Dalam melakukan rekapitulasi 





bagi pegawai yang menerima THR dan Bonus, berikut adalah rekapitulasi 
perhitungan PPh 21 Karyawan Organik (tetap) pada PT Pembangkit Jawa Bali 
Services : 
Tabel 5. Rekapitulasi Mekanisme Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap Atas 
Penghasilan Tetap Bekerja Setahun Penuh Pada tahun 2015 PT Pembangkit JAwa 
Bali Services 
KARYAWAN BASIC 2 SKALA 1 Nominal (Dalam Rupiah) 
  
P1 2.943.000    
Tunjangan ( P2 + Premi Shift + Lembur ) 1.317.813    
Premi Jamsostek ( JKK + JKM ), 
(0,89%+0,3% ) x P1 
23.955    
Tunjangan PPh21 98.104    
Jumlah teratur   4.382.872  
Biaya Jabatan 5%/max 6Juta Setahun   219.144  
Iuran pension   176.580  
Total pengurang   395.724  
Disetahunkan    47.845.783  
PTKP TK/0   24.300.000  
Penghasilan Kena Pajak   23.545.783  
PKP Pembulatan ribuan kebawah   23.545.000  
Tarif     
0-50Jta x 5% 1.177.250    
50 Jta - 250 Jta x 15%     
250 Jta - 500 Jya x 25%     
> 500 Jta x 30%      
Jumlah PPh21    1.177.250  
PPh21 yang di tunjang setahun   1.177.250  
PPh21 PERBULAN   98.104  
Sumber : PT Pembangkit Jawa Bali Services 2015 
Perhitungan diatas adalah mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji 
yang dilakukan oleh PT Pembangkit Jawa Bali Services yang diterapkan dan 
dilakukan setiap bulan untuk karyawan tetap PT Pembangkit Jawa Bali Services 
secara rutin. Komponen dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Premi Shift 
dan Lembur dimasukkan dalam kategori penghasilan rutin oleh kebijakan PT 





b. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji tidak Teratur 
Pada Karyawan Tetap. 
PT pembangkit Jawa Bali tidak hanya memberikan Gaji teratur yang diterima 
setiap bulan oleh Karyawan. Perusahaan menetapkan beberapa jenis penghasilan 
tidak teratur yang dapat diterima oleh karyawan PT PJB Services, diantaranya 
adalah Bonus, THR, Cuti Tahunan, dan lain – lain. Sesuai dengan yang 
diungkapkan oleh Saudara Ismawan Juniadi Selaku Karyawan Staff Payroll yakni  
“ ada beberapa jenis penghasilan yang tidak teratur disini, yang diberikan 
oleh perusahaan, misalnya THR, Bonus, Cuti Tahunan dan masi ada lagi yang 
lain dan semua itu juga ditunjang.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2015 
di PT Pembangkit Jawa Bali Services) 
 
Penghasilan tidak teratur diberikan oleh perusahaan bertujuan untuk 
memberikan apresiasi atas kinerja karyawan selama satu tahun berjalan. Pajak atas 
penghasilan teratur pun juga mendapatkan fasilitas dari perusahaan berupa 
Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilanmteratur yang sudah 
diberikan oleh perusahaan, pada dasarnya penghasilan teratur merupakan salah 
satu penghasilan yang harus dikenakan pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan 
Undang – Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Adapun 
mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tidak 
Teratur berupa bonus yang ditampilkan pada Tabel 6 dan cuti tahunan yang 







Tabel 6.  Rekapitulasi Mekanisme Perhitungan  PPh 21 Karyawan Organik atas 
Penghasilan Tidak Teratur Berupa Bonus Bekerja Setahun Penuh Pada Tahun 
2014 PT Pembangkit Jawa Bali. 
 
Keterangan 
Penghitungan PPh 21 atas 
penghasilan teratur + 
penghasilan tidak teratur 
Penghitungan PPh 21 atas 
penghasilan teratur 
Nominal (Dalam Rupiah) 
P1 2.943.000    2.943.000   
Premi 
Jamsostek ( 
JKK + JKM ), ( 
0,89%+0,3% ) x 
P1 
23.955    23.955   
Tunjangan 
PPh21 
171.429   98.104   
Jumlah teratur   4.456.197  4.382.872  
Bonus 6 x P1 17.658.000      
Jumlah Tidak 
Teratur 




    3.569.808  219.143 
IRPEN     2.118.960  176.580 
Total Pengurang      5.688.768        395.723 
Di Setahunkan   65.443598  47.845.782 
PTKP TK/0   24.300.000   24.300.000 
Penghasilan 
Kena Pajak 





  45.143.000   23.545.000 
Tarif       
0-50Juta x 5%   2.057.150   1.177.250  
Jumlah PPh21    2.057.150  1.177.250 
PPh21 Perbulan    171.429  98.104 
PPh21 atas 
Bonus 
 73.325   
 






Tabel 7.  Rekapitulasi Mekanisme Perhitungan  PPh 21 Karyawan Organik atas 
Penghasilan Tidak Teratur Berupa Cuti Tahunan Bekerja Setahun Penuh Pada 
Tahun 2014 PT Pembangkit Jawa Bali Services.  
Sumber : PT Pembangkit Jawa Bali Services 2015 
 
Keterangan 
Perhtitungan PPh 21 Atas 
Penghasilan Tidak Teratur 
(bonus) 
Perhitungan PPh 21 Atas 
Penghasilan Teratur 
Nominal ( Dalam Rupiah) 
P1 2.943.000    2.943.000  
Tunjangan(P2 
+ Premi Shift + 
Lembur) 






23.955    23.955  
Tunjangan 
PPh21 
129.454    98.104  
Jumlah Teratur   4.414.222   4.382.872 
Cuti Tahunan 1 
X P1 
2.943.000      
Jumlah Tidak 
Teratur 
  2.943.000   0 
Jumlah   7.357.222   4.382.872 
Biaya Jabatan 
5%/ max 6Juta 
Setahun 
  367.861   219.143 
IRPEN 1 Bulan    176.580   176.580 
Total 
Pengurang 
  544.441   395.723 
Di Setahunkan   55.369.225   47.845.782 
PTKP TK/0   24.300.000   24.300.000 
Penghasilan 
Kena Pajak 
  31.069.225   23.545.782 
Pembulatan    31.069.000   23.545.000 
Tarif       
0-50Juta x 5% 1.553.450    1.177.250  
Jumlah PPh21    1.553.450   1.177.250 
PPh21 
Perbulan 
  129.454   98.104 
PPh21 Cuti 
Tahunan 





Tabel 6 merupakan mekanisme yang dilakukan oleh PT Pembangkit Jawa 
Bali Services untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 
terutang atas Penghasilan Tidak Teratur berupa Bonus  dan tabel 7 merupakan 
mekanisme yang dilakukan PT Pembangkit Jawa Bali Servicesuntuk menentukan 
besarnya pajak yang terutang atas penghasilan tidak teratur berupa Cuti Tahunan. 
2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam penerapan 
Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal  21 karyawan di PT Pembangkit Jawa 
Bali (PJB) Services. 
Dalam implementasi Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap 
di PT Pembangkit Jawa Bali Services ada faktor – faktor yang mempengaruhi 
implementasi tersebut. Faktor – faktor tersebut terdiri dari faktor yang mendukung 
kelancaran implementasi tersebut, dan faktor yang menghambat jalannya 
implementasi pada perusahaan yang bersangkutan yakni PT Pembangkit Jawa 
Bali Services. 
a. Faktor Pendukung 
Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam menjalankan Implementasi 
Pemberian Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap pada PT 
Pembangkit Jawa Bali Services adalah : 
1) Kebijakan Divisi SDM untuk Kesejahteraan Pegawai 
Alasan yang paling utama yang menjadi faktor pendukung diberlakukannya 
pemberian Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan adalah pegawai itu 
sendiri. Sesuai dengan yang diutarakan oleh IbuMei selaku Manager Divisi 





“faktor yang mendukung metode pemebrian tunjangan pajak pada karyawan 
yaitu karyawan sendiri, kita tau yah mas menghitung pajak itu tidak semua 
bisa, dan dengan metode ini pegawai tidak perlu susah – susah menghitung 
dan yang utama adalah memberikan keringanan pajak supaya bisa menjadi 
motivasi bagi pegawai agar dapat meningkatkan kinerjanya.”  (wawancara 
tanggal 11 Maret 2015 di PT Pembangkit Jawa Bali Services) 
 
Hal serupa juga diutarakan oleh Saudara Ismawan Juniadi selaku pegawai 
staff payroll yakni : 
“yang membuat metode ini tetap diterapkan hingga saat ini adalah pegawai 
itu sendiri agar tidak ribet mengurus pajaknya, jadi pegawai menerima 
gajinya bersih dan bingung bingung buat ngitung pajaknya.” (wawancara 
pada tanggal 11 Maret 2015 di PT Pembangkit Jawa Bali Services) 
 
Dari kedua pernyataan diatas oleh kedua informan bahwa pegawai sangat 
berperan penting terhadap kelancaran atau yang mendukung metode pemberian 
tunjangan ini diberlakukan kepada pegawai PT Pembangkit Jawa Bali Services, 
karena objek dari pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 adalah 
pegawai. PT pembangkit Jawa Bali Services juga ingin mensejahterakan 
pegawainya denga salah satu cara adalah memberikan tunjangan, dengan 
mensejahterakan pegawainya diharapkan para pegawai dapat meningkatkan mutu 
kinerja mereka dalam menyelasaikan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai 
pegawai PT Pembangkit Jawa Bali Services. 
 
2) Dukungan Kebijakan Perusahaan Induk 
Faktor yang selanjutnya menjadi faktor pendukung berjalannya program 
pemberian tunjangan pajak adalah mengikuti perusahaan induk yang lebih awal 
sudah melaksanakan program tersebut. Sesuai dengan pernyataan IbuMei selaku 





“faktor yang lain adalah kami mengikuti program dari perusahaan induk 
yakni PT Pembangkit Jawa Bali yang juga memberikan tunjangan pajak 
pada setiap pegawai, kecuali jajaran direksi di PT Pembangkit Jawa Bali 
Services tidak dapat fasilitas pemberian tunjangan pajak.” (wawancara 
pada tanggal 11 Maret 2015 di PT Pembangkit Jawa Bali Services) 
 
Secara tidak langsung penerapan program pemberian tunjangan pajak pada 
karyawan dikarenakan perusahaan induk yang juga memakai metode tersebut. 
Sebagai anak perusahaan PT pembangkit Jawa Bali Services mengikuti apa yang 
sudah dijalankan oleh perusahaan induk.  
3) Menguntungkan bagi Perusahaan dan Pegawai 
Kebijakan menggunakan metode Gross Up (Pajak ditunjang perusahaan) 
tidak lain karena metode tersebut saling menguntungkan bagi kedua bela pihak 
yakni perusahaan dan pegawai itu sendiri. Dari sisi perusahaan, pajak penghasilan 
yang ditunjang nantinya dapat dijadikan biaya pada laporan laba/rugi perusahaan. 
Hal itu dibenarkan oleh Saudara Ismawan selaku pegawai staff payroll yang 
menyatakan :  
“pajak yang ditunjang perusahaan itu nanti kita bebankan di laporan 
laba/rugi perusahaan, dan itu bisa mengurangi laba sehingga laba 
perusahaan kecil dan pajak nya pun jadi kecil, metode atau cara itu 
dilegalkan dan diatur di undang-undang dan PER-31” (wawancara pada 
tanggal 11 Maret 2015 di PT Pembangkit Jawa Bali Services) 
 
Sedangkan menurut IbuMei selaku Manager Divisi Administrasi dan SDM  
adalah sebagai berikut : 
“jadi PPh nya kita tunjang semua, pegawai tinggal nerima bersih, 
penghasilannya tidak berkurang, jadi pegawai tidak ribet ribet juga buat 
ngitungnya mas.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2015 di PT Pembangkit 






Dari hasil wawancara tersebut diatas sangat terlihat jelas bahwa metode yang 
diterapkan oleh perusahaan tersebut saling menguntungkan kedua bela pihak 
antara perusahaan dan pegawai. Penghasilan yang diterima pegawai tidak 
dikurangi pajak dan perusahaan membebankan pajak yang ditunjang tersebut dan 
laba perusahaan menjadi kecil dan akan mempengaruhi pajak penghasilan badan 
PT Pembangkit Jawa Bali Services. 
 
b. Faktor Penghambat 
Dalam menjalankan atau pengimplementasian suatu program atau metode 
tidak selalu berjalan dengan mulus, itu terlihat saat terjadi kendala – kendala yang 
dapat menghambat jalannya suatu program. Seperti hal nya yang dialami oleh PT 
pembangkit Jawa Bali Services dalam menerapkan pemberian tunjangan pajak 
penghasilan pegawainya. Adapun faktor yang dapat menghambat jalannya metode 
pemberian tunjangan pajak pegawai PT Pembangkit Jawa Bali Services adalah : 
1) Kurangnya jumlah SDM di staff Payroll 
 Sesuai dengan data yang diterima bahwa jumlah pegawai di PT Pembangkit 
Jawa Bali Services per bulan Februari 2015 sebanyak 2.735 karyawan. dengan 
jumlah yang tidak sedikit yang menangani pada staff payroll hanya 2 (dua) orang. 
Senada dengan yang diutarakan oleh IbuMei selaku Manager Divisi Administrasi 
dan SDM yakni : 
“yang jadi kendala nya cara menghitunganya yah mas, staff payroll Cuma  
dua orang menangani seluruh pajak karyawan PT Pembangkit Jawa Bali 





(wawancara pada tanggal 11 Maret 2015 di PT Pembangkit Jawa Bali 
Services) 
Pernyataan diatas dapat diartikan bahwa kurangnya sumber daya pada staff 
payroll bukanlah kendala yang begitu berarti bagi perusahaan, namun tetap 
menjadi perhatian bagi perusahaan khususnya pada divisi Administrasi dan SDM, 
karena setiap tahunnya PT Pembangkit Jawa Bali Services mengadakan 
penambahan pegawai, jadi akan semakin bertambah jumlahnya pegawainya dan 
semakin besar pula tugas staff payroll dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 
21 Karyawan.  
2) Penggunaan aplikasi Payroll 
Dengan jumlah karyawan 2.735 perusahaan dalam menjalankan metode 
tunjangan pajak dibantu oleh sebuah aplikasi yang bernama aplikasi Payroll. 
Semua perhitungan pajak penghasilan dibantu denga sistem. Seperti yang di 
jelaskan oleh Saudara Ismawan selaku pegawai Staff Payroll  bahwa : 
“dengan karyawan sebanyak ini kita melakukan dengan sistem, namun 
setelah menggunakan sistem kami menghitung ulang secara manual dengan 
bantuan microsoft excel, karena tidak semua sistem itu perfect biasanya itu 
ada selisih koma, dan yang bisa menggunakan aplikasi itu hanya kami staff 
payroll.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2015 di PT Pembangkit Jawa 
Bali Services) 
 
Dalam hasil wawancara diatas dapat di temukan juga salah satu penghambat 
yakni staff payroll harus bekerja dua kali dalam menghitung pajak penghasilan 
yang terutang dan yang ditunjang, yang pertama menggunakan aplikasi lalu 
dihitung kembali secara manual untuk menyesuaikan apakah perhitungan melalui 
aplikasi sudah benar atau masi terdapat selisih. Membutuhkan waktu tidak sedikit 





dipungkiri bahwa dalam menghitung pajak penghasilan sering terjadi selisih, 
selisih itu bisa jadi faktor penghambat bagi perusahaan maupun staff payroll 
khusunya. Dibutuhkan ketelitian dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 
agar perhitungan pajak terutang dan pajak yang ditunjang sama tanpa ada 
perbedaan maupun selisih. 
 
C. Pembahasan 
1. Analisis mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasa 21 atas Gaji 
Karyawan Tetap PT Pembangkit Jawa Bali Services. 
Sebelum melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, pemotong atau 
pemberi kerja dimana yang dimaksud disini adalah PT Pembangkit Jawa Bali 
Services harus memahami berbagai dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 
21 yang telah diutarakan oleh Mardiasmo (2011:195) yakni bagaimana 
sistematika perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang berlaku bagi pegawai 
tetap.   Perusahan atau pemberi kerja harus mengikuti dasar pemotongan tersebut 
sebagai standar perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang benar, pada 
keterangan tersebut tercantum bagaimana cara menghitung penghasilan netto dan 
menghitung penghasilan kena pajak, selain itu juga dicantumkan komponen – 
komponen yang dijadikan sebagai pengurang penghasilan netto. Selain memahami 
dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan  perusahaan atau pemberi 
kerja harus juga memperhatikan jenis penghasilan yang dipotong Pajak 





telah dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:193) dimana pada penjelasannya 
tecantum jenis penghasilan yang harus dipotong PPh Pasal 21. 
 
Dari penjelasan diatas dapat kita pahami jenis penghasilan apa saja yang 
dapat dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 khusunya bagi pegawai tetap, seperti 
halnya penghasilan teratur yang diterima oleh karyawan berupa gaji, upah, segala 
macam tunjangan, dan imbalan. Perusahaan selanjutnya harus memperhatikan 
jenis penghasilan yang tidak boleh dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, sesuai 
yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2011:194) dijelaskan bahwa ada beberapa jenis 
penghasilan yang tidak boleh dipotong PPh Pasal 21 seperti pembayaran manfaat 
atau santunan asuransi, penerimaaan dalam bentuk natura, serta ada iuran pensiun, 
kemudian penerimaan zakat oleh orang pribadi, dan beasiswa. Perusahaan harus 
benar – benar memperhatikan segala aturan yang telah tercantum dalam undang – 
undang maupun teori menurut para ahli, demi terwujudnya penerapan pemberian 
tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan tetap yang baik dan benar 
dilihat dari sudut pandang mekanisme perhitungannya. Apabila ada salah satu 
komponen yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh undang – 
undang maka akan diberlakukan koreksi atas ketidaksesuaian tersebut.  
PT Pembangkit Jawa Bali Services adalah salah satu perusahaan yang telah 
menerapkan pemberian tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pada 
karyawan tetap nya. Dalam pemotongannya PT Pembangkit Jawa Bali Services 
dibantu oleh staff payroll yang berada dalam naungan Divisi Administrasi dan 
SDM. Staff Payroll dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 





dalam memotong maupun menghitung pajak penghasilan Pasal 21 berpacu pada 
Undang – Undang serta Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan yang 
diutarakan oleh Saudara Ismawan selaku karyawan staff payroll yakni  
“Acuan kami dalam menggunakan metode pemberian tunjangan pajak 
penghasilan pasal 21 pada karyawan adalah Peraturan Direktorat Jendral 
Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara 
Pemotongan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau 
Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa Dan 
Kegiatan Orang Pribadi, dan pedoman kami dalam melakukan atau 
mekanisme perhitungannya adalah Undang – Undang No. 36 tahun 2008 
tentang Pajak Penghasilan.” (wawancara pada tanggal 11 Maret 2015 di PT 
Pembangkit Jawa Bali Services) 
 
 Mekanisme perhitungan yang dilakukan staff payroll adalah sebagai berikut, 
staff payroll menentukan grade atas karyawan tersebut untuk menentukan gaji 
sesuai dengan pendidikan terakhir pegawai yang bersangkutan. Seperti pada tabel. 
5 perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan Organik Basic 2 Skala 1 yang 
dimaksud dengan karyawan organik adalah karyawan yang sudah diangkat 
menjadi karyawan tetap sedangkan Basic 2 skala 1 adalah menunjukkan 
pendidikan terakhir seorang pegawai. Di dalam perhitungannya terdapat 
komponen P1 dimana P1 adalah gaji yang diterima karyawan tersebut setiap bulan 
yakni sebesar Rp 2.943.000 kemudian ada komponen yang dapat menambah 
penghasilan tersbut yakni Tunjangan berupa (P2 + Premi Shift + Lembur) sebesar 
Rp 1.317.813, tunjangan tersebut dibayarkan oleh perusahaan sehingga 
menambah penghasilan pegawai, kemudian ditambahkan kembali dengan premi 
jamsostek sebesar Rp 23.955, sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa premi 
Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai, 





Rp 98.104 sehingga jumlah pengahasilan bruto karyawan tersebut sebesar Rp 
4.382.872. Setelah ditemukan jumlah penghasilan bruto karyawan tersebut ada 
komponen yang menjadi pengurang adalah biaya jabatan sebesar Rp 219.413 
dimana biaya jabatan tersebut diperoleh dari 5% dikalikan dengan penghasilan 
bruto, sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa biaya jabatan merupakan 
pengurang penghasilan bruto.  kemudian komponen pengurang selanjutnya adalah 
iuran pensiun sebesar Rp 176.580, iuran pension disini adalah yang dibayar oleh 
pegawai sendiri sehingga mengurangi penghasilan bruto kemudian komponen 
pengurang tersebut dijumlahkan dan ditemukan hasil Rp 395.723. langkah 
berikutnya adalah mengurangkan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 4.382.872 
dengan jumlah komponen pengurang penghasilan bruto sebesar Rp 395.723  
sehingga diperoleh penghasilan netto sebesar Rp 3.987.149, kemudian 
penghasilan netto tersebut disetahunkan dengan mengalikan 12 bulan sehingga 
diperoleh jumlah penghasilan netto setahun Rp 47.845.788, dari penghasilan netto 
yang diperoleh baru dikurangkan dengan Pengahsilan Tidak Kena Pajak ( PTKP) 
sesuai dengan status karyawan tersebut, disini status karyawanmya adalah belum 
kawin atau biasa dsingkat (TK) apabila sudah diketahui status nya baru 
dimasukkan PTKP nya sebesar orang pribadi Rp 24.300.000 kemudian 
penghasilan netto dikurangkan dengan PTKP ditemukan hasil Rp 23.545.782 
yang selanjutnya hasil itu disebut dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP), barulah 
dimasukkan tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 dengan interval pengahsilan Rp. 0 
s.d Rp 50.000.000  tarifnya adalah 5% dikalikan dengan jumlah PKP sebesar Rp 





Penghasilan Pasal 21 yang terutang selama setahun. Namun karena gaji diberikan 
setiap bulan maka atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dihitung 
perbulan dengan cara dibagi 12 bulan sehingga diperoleh PPh 21 perbulan yang 
terutang Rp. 98.104. jumlah PPh 21 yang terutang sebesar Rp 98.104   sama 
dengan jumlah tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditunjang perusahaan, 
karena kebijakan perusahaan menunjang seluruh Pajak Penghasilan yang terutang 
maka antara Pajak Penghasilan yang terutang dengan Tunjangan Pajak 
Penghasilan jumlahnya harus sama. Didalam proses perhitungan atau 
pemotongannya ini perusahaan dibantuk dengan sebuah aplikasi atau system 
sehingga tidak menggunakan rumus. karena itu adalah kunci dari metode Gross 
Up (pemberian tunjangan PPh 21). Penjelasan diatas merupakan proses 
mekanisme perhitungan PPh 21 yang terutang serta PPh 21 yang ditunjang yang 
dihitung  secara manual oleh PT Pembangkit Jawa Bali Services yang diterapkan 
rutin setiap bulan. Dalam metode pemberian tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 
21 dapat pula menggunkan rumus Metode Gross Up seperti pada tabel. Berikut 
adalah perhitungan dengan menggunakan rumus yang dilakukan peneliti untuk 
menganalisis apakah perhitungan tanpa rumus berbeda atau sama dengan yang 
menggunakan rumus metode Gross Up. Berikut perhitungan dengan 
menggunakan rumus : 
Karyawan Organik Basic 2 Skala 1 
P1                                                                  Rp   2.943.000 
 
Penambah Penghasilan : 
Tunjangan (P2+Premi Shift+Lembur)          Rp   1.317.813 






Jumlah Penghasilan Bruto                                                             Rp    4.284.768 
 
Pengurang Penghasilan : 
Biaya Jabatan 5% x Rp 4.284.768              ( Rp       214.238)                                                     
Iuran pensiun                                               ( Rp       176.580) 
  - 
Penghasilan Netto                                                                           Rp    3.893.950  
Disetahunkan Rp 3.893.950 x 12                                                   Rp   46.727.400   
PTKP (TK/0)                                                                                  ( Rp 24.300.000) 
PKP                                                                                                 Rp 22.427.400 
Pembulatan ribuan ke bawah                                                          Rp 22.427.000 
 
Rumus Gross Up 
Tunjang PPh Pasal 21                  = PKP x 5% 
                                                             0,95 
 
                                                     = RP 22.427.000 x 5% 
          0,95 
                                                      = Rp 1.180.368 
Sebulan                                         = Rp 1.180.368 : 12 
                                                      = Rp 98.364 
 
PPh Pasal 21 Gross Up 
P1                                                                  Rp   2.943.000 
 
Penambah Penghasilan : 
Tunjangan (P2+Premi Shift+Lembur)          Rp   1.317.813 
Premi Jamsostek                                            Rp       23.955 
Tunjangan PPh Pasal 21 Sebulan                  Rp       98.000 
 
Jumlah Penghasilan Bruto                                                             Rp    4.382.768 
Pengurang Penghasilan : 
Biaya Jabatan 5% x Rp 4.383.768              ( Rp       219.138)                                                     
Iuran pensiun                                               ( Rp       176.580) 
 
Penghasilan Netto                                                                           Rp    3.987.050 






PTKP (TK/0)                                                                                   (Rp 24.300.000)   
 
PKP Setahun                                                                                     Rp 23.544.600 
PPh Pasal 21 Terutang                                                    
5% x Rp 23.548.752                                                                         Rp    1.177.230 
 
PPh Sebulan Rp 1.177.437 : 12                                                        Rp         98.102 
 
Pada perhitungan diatas adalah mekanisme perhitungan pajak penghasilan 
pasal 21 terutang yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan rumus, 
terlihat ada selisih perhitungan dalam pajak penghasilan yang menggunakan 
rumus dengan yang tidak menggunakan rumus, perhitungan pajak yang tidak 
menggunakan rumus yang dilakukan oleh perusahaan, pajak penghasilan pasal 21 
yang terutang sebesar Rp 98.104 sama dengan pajak yang ditunjang sebesar Rp 
98.104, sedangkan perhitungan yang menggunakan rumus pajak penghasilan pasal 
21 yang terutang sebesar Rp 98.102 sesuai dengan tunjangan pajak yang diberikan 
yakni Rp 98.102. perbedaan tersebut bukan lah menjadi masalah, karena pada 
pajak penghasilan yang terutang dan tunjangan PPh 21 apabila tidak sesuai, harus 
dihitung hingga sesuai antara pajak terutang dan tunjangan pajak sama. Atau 
memang ketidak sesuaian antara Pajak penghasilan yang terutang dengan 
Tunjangan Pajak Penghasilannya diberikan secara tetap atau tidak seluruhnya 
Pejak Penghasilan nya di tunjang. 
2. Analisis Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 
Penghasilan Tidak Teratur 
Teori untuk menghitung PPh 21 atas penghasilan tidak teratur berupa bonus 





yang telah diatur oleh Undang – Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak 
Penghasilan maupun menurut para ahli. Tidak ada perbedaan yang signifikan 
dalam menghitung PPh 21 atas gaji maupun atas Penghasilan tidak teratur. Yang 
perlu diperhatikan hanya jenis penghasilan yang tidak teratur yang termasuk 
kriteria penghasilan yang dikenakan PPh 21 menurut Priantara (2013:272) yakni 
bonus, Tunjangan Hari Raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan.  
PT Pembangit Jawa Bali Services juga telah memberikan penghasilan tidak 
teratur kepada karyawan tetapnya berupa bonus dan THR. Mekanisme 
perhitungan yang dilakukan PT PJBS adalah sebagai berikut di dalam 
perhitungannya terdapat komponen P1 dimana P1 adalah gaji yang diterima 
karyawan tersebut setiap bulan yakni sebesar Rp 2.943.000 kemudian ada 
komponen yang dapat menambah penghasilan tersebut yakni Tunjangan berupa 
(P2 + Premi Shift + Lembur) sebesar Rp 1.317.813 sesuai dengan peraturan atau 
ketentuan bahwa tunjangan yang dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja 
merupakan penghasilan pegawai. Kemudianditambahkan kembali dengan premi 
jamsostek sebesar Rp 23.955 dan kemudian komponen penambah gaji bulanan 
adalah tunjangan PPh 21 sebesar Rp 171.429 sehingga jumlah pengahasilan bruto 
karyawan tersebut sebesar Rp 4.456.197 komponen penambah penghasilan tidak 
hanya itu karena disini terdapat penghasilan tidak teratur berupa bonus maka salah 
satu penghasilan tersebut nominalnya dimasukkan sebagai penambah penghasilan 
yakni sejumlah yang diberikan perusahaan sebagai contoh pada tabel bonus yang 
diberikan adalah 6 kali jumlah gaji sebulan yang diterima karyawan yakni Rp 





sebesar Rp 4.456.197 dikalikan 12 bulan kemudian ditambah bonus Rp 
17.658.000 sehingga diperoleh hasil Rp 71.132.364, ada komponen yang menjadi 
pengurang yang sama dengan mekanisme menghitung pajak penghasilan pasal 21 
atas gaji  adalah biaya jabatan sebesar Rp 3.569.808 dimana biaya jabatan tersebut 
diperoleh dari 5% dikalikan dengan penghasilan bruto yang disetahunkan, 
kemudian komponen pengurang selanjutnya adalah iuran pensiun sebesar Rp 
2.118.960 didapat dari mengalikan iuran penssiun sebulan Rp 176.580 dikalikan 
12 bulan kemudian komponen pengurang tersebut dijumlahkan dan ditemukan 
hasil Rp 5.688.768 untuk menentukan penghasilan netto setahun diperoleh dengan 
cara menjumlahkan penghasilan bruto yang disetahunkan yakni Rp Rp 71.132.364 
lalu dikurang atas komponen pengurang yakni Rp 5.688.768 sehingga diperoleh 
penghasilan netto setahun sejumlah Rp 65.443.598 dari penghasilan netto yang 
diperoleh baru dikurangkan dengan Pengahsilan Tidak Kena Pajak ( PTKP) sesuai 
dengan status karyawan tersebut, disini status karyawanmya adalah belum kawin 
atau biasa disingkat (TK) apabila sudah diketahui status nya baru dimasukkan 
PTKP nya sebesar orang pribadi Rp 24.300.000 kemudian penghasilan netto 
dikurangkan dengan PTKP ditemukan hasil Rp 41.143.000 yang selanjutnya hasil 
itu disebut dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP), barulah dimasukkan tarif Pajak 
Penghasilan Pasal 17 dengan interval pengahsilan Rp. 0 s.d Rp 50.000.000  
tarifnya adalah 5% dikalikan dengan jumlah PKP sebesar Rp 41.143.000 
ditemukan jumlah Rp 2.057.150, jumalah tersebut adalah Pajak Penghasilan Pasal 
21 yang terutang selama setahun. Karena penghasilan diterima setiap bulan maka 





untuk menentukan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang sebulan yakni 
didapatkan hasil Rp 171.429, lalu untuk menentukan Pajak Penghasilan Pasal 21 
atas bonus yang diberikan diperoleh dari jumlah PPh Pasal 21 yang terutang atas 
gaji yakni Rp 98.104 dikurangkan dengan jumlah PPh 21 yang terutang yang 
sudah ditambahkan dengan bonus yakni Rp 171.429 dan diperoleh hasil Rp 
73.325. hasil tersebut adalah PPh 21 yang tertutang atas bonus, penjelasan diatas 
adalah mekanisme yang dilakukan oleh PT Pembangkit Jawa Bali Services. 
Peneliti akan menyesuaikan dengan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti 
sendiri yang disesusaikan denga undang-undang dan teori yakni sebagai berikut : 
Karyawan Basic 2 Skala 1  
Status TK/0 (belum kawin, dan tidak memiliki tanggungan) 
P1     Rp 2.943.000 
Tunjangan   Rp 1.317.813 
(P2+Premi shift+lembur) 
Premi Jamsostek   Rp      23.955 
(JKK + JKM) + 
Penghasilan teratur     Rp   4.284.768 
Penghasilan tertatur 1 tahun    Rp 51.417.216 
Penghasilan tidak teratur     Rp 17658.000 
Berupa bonus + 
Penghasilan Bruto    Rp 69.075.216 
Pengurang Penghasilan 





(5% x Pengh.bruto setahun) 
Iuran Pensiun Rp   2.118.960 - 
Penghasilan Netto    Rp 63.502.496 
PTKP (TK/0) Rp 24.300.000                - 
Penghasilan Kena Pajak    Rp 39.202.496 
Rumus Gross Up PKP x 5% 
     0,95 
 Rp 39.202.496 x 5% 
          0,95 
Tunjangan pajak setahun Rp 2.063.289 
Tunjangan pajak sebulan Rp    171.940 
Perhitungan dengan penambahan Tunjangan Pajak  
P1     Rp 2.943.000 
Tunjangan   Rp 1.317.813 
(P2+Premi shift+lembur) 
Premi Jamsostek   Rp      23.955 
(JKK + JKM) 
Tunjangan PPh 21  Rp     171.940  + 
Penghasilan teratur     Rp   4.456.708 
Penghasilan teratur setahun    Rp 53.480.496 
Penghasilan tidak teratur  Rp 17.658.000  
Berupa bonus + 






Biaya Jabatan  Rp   3.453.760 
(5% x Pengh.bruto setahun) 
Iuran Pensiun Rp   2.118.960         - 
Penghasilan Netto setahun  Rp 65.462.612 
PTKP (TK/0) Rp 24.300.000 - 
Penghasilan Kena Pajak  Rp 41.162.612 
Tarif PPh 21 Pasal 17 
5% x Rp 41.162.612 Rp 2.058.130 
PPh 21 setahun Rp 2.058.130 
PPh 21 sebulan Rp    171.510 
PPh 21 atas bonus Rp       73.406 
(Rp 171.510 – 98.104)   
 
Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti dihasilkan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur sebulan  sebesar Rp 171.510 
dan tunjangan Pajak sejumlah  Rp 171.940 dan PPh 21 atas bonus sebesar Rp 
73.406. sedangkan mekanisme yang dilakukan oleh PT Pembangkit Jawa Bali 
Services  Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur sejumlah Rp 
171. 429 dan tunjangan pajak sejumlah Rp 171.429 dan PPh 21 atas bonus sebesar 
Rp 73.325.dari penyesuaian atas perhitungan yang dilakukan oleh peneliti dan PT 
Pembangkit Jawa Bali Services terdapat selisih. Selisih yang terjadi bukanlah 





seluruh Pajak Penghasilan yang terutang sedangkan perhitungan yang dilakukan 
peneliti merupakan perhitungan yang menunjukkan perusahaan tidak menunjang 
seluruh Pajak Penghasilan yang terutang. Didalam penelitian ini yang perlu 
diperhatikan adalah proses menghitung nya. Jika menggunakan system 
perusahaan lebih mudah untuk dapat menentukan pajak yang ditunjang 
disbandingkan harus menghitung secara manual seperti yang dilakukan oleh 
peneliti karena tidak efisien.Perhitungan manual membutuhkan waktu yang cukup 
banyak jika dilakukan untuk seluruh karyawan atau pegawai tetap perusahaan. 
2. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi 
Tunjangan Pajak Pengahasilan Pasal 21 Karyawan Tetap PT Pembangkit 
Jawa Bali Services. 
 Dalam teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III dalam buku 
Subarsono (2008:89) bahwa ada 4  (empat) variabel yang dapat mempengaruhi 
implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. 
Komunikasi yang dimaksud adalah suatu implementasi atau penerapan atas 
kebijakan harus dapat disampaiakan dan dilakukan tepat pada sasaran dari tujuan 
kebijakan tersebut. Disisi lain ada sumberdaya yang menjadi variabel yang 
berpengaruh terhadap sebuah implemntasi, yang dimaskud dengan sumberdaya 
disini adalah dalam menjalankan sebuah penerapan kebijakan harus disesuaikan 
dengan jumlah sumberdaya yang akan melaksanakan implemntasi kebijakan 
tersebut, dalam teori tersebut dijelaskan bahwa apabila kekurangan sumberdaya 
untuk melaksanakan sebuah implementasi maka implementasi akan berjalan tidak 





disposisi yang dimaksud dalam teori ini adalah kita harus mengetahui watak atau 
karakteristik yang dimiliki oleh sumberdaya yang akan menjalankan implementasi 
ini atau bisa disebut implementor, pada variabel ini disebutkan suatu konsep 
bahwa apabila implementor memiliki watak atau karakteristik yang baik maka 
kebiajakan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan dan harapan. Variabel 
yang terakhir yang disebutkan adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi disini 
dimaksudkan adalah pembagian divisi kerja sesuai dengan bidang masing – 
masing pada suatu organisasi dan dibagi secara jelas sesuai dengan fungsinya. 
Penjelasan teori diatas bisa jadi varibel tersebut menjadi variabel yang 
mendukung berjalannya sebuah implementasi atau bahkan menjadi variabel 
penghambat jalannya sebuah implemntasi dilihat dari sudut pandang yang 
berbeda. 
 Pengimplementasian Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap 
pada PT Pembangkit Jawa Bali tidak luput dari faktor – faktor yang dapat 
menghambat jalannya implementasi atau sebaliknya yang dapat mendukung 
kelancaran menjalankan implementasi tersebut. Adapun Faktor pendukung dan 
penghambat yang dialami oleh PT Pembangkit Jawa Bali Services adalah sebagai 
berikut : 
a. Faktor Pendukung 
1) Kebijakan Divisi SDM untuk Kesejahteraan Pegawai 
Pegawai dinilai sangat penting bagi perusahaan, terlihat dari hasil wawancara 
yang telah disajikan pada penyajian fokus data bahwa tujuan pemberian tunjangan 





susah untuk menghitung berapa jumlah pajak penghasilannya yang harus dibayar. 
Dengan tujuan untuk mensejahterahkan pegawainya, perusahaan mengharapkan 
terjadi peningkatan atas kinerja pegawai/karyawan PT Pembangkit Jawa Bali 
Services. Apabila dilihat dari teori edward yang sudah dijelaskan pegawai 
termasuk dalam kategori sumberdaya, memang pegawai bukanlah yang 
menjalankan implementasi dari pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21, 
namun pegawai adalah objek dari implementasi tersebut. Apabila tidak ada 
pegawai/karyawan maka implementasi tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 
tidak dapat terlaksana. Dapat diibaratkan sebuah organisasi tanpa ada anggota 
maka tidak akan dapat berjalan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan oleh perusahaan. 
2) Dukungan Kebijakan Perusahaan Induk 
Faktor yang membuat PT Pembangkit Jawa Bali Services menggunakan 
metode pemberian tunjangan pajak penghasilan Pasal 21 selain dilihat dari segi 
karyawannya adalah mengikuti prusahaan induknya yakni PT Pembangkit Jawa 
Bali yang memang sudah menerapkan pemberian tunjangan pajak penghasilan 
pasal 21. Sebagai anak perusahaan PT  Pembangkit Jawa Bali, PT Pembangkit 
Jawa Bali Services tidak bisa terlalu jauh lepas dari aturan atau kebijakan yang 
sudah dilaksanakan oleh perusahaan induk. Karena perusahaan induk masi 
menjadi kiblat bagi anak perusahaan dalam menjalankan aturan maupun 
kebijakan.  
Pada faktor ini apabila disandingkan dengan teori yang ada, faktor ini masuk 





Services adalah susunan komponen unit kerja yang dibawah naungan PT 
Pembangkit Jawa Bali, lalu terjadi pembagian tugas serta kejelasan fungsi dari PT 
Pembangkit Jawa Bali Services. PT Jawa Bali Services menjadi tempat naungan 
Unit atau cabang perusahaan pembangkit listrik di berbagai daerah. Semua 
permasalahan administrasi maupun keuangan didalam tanggung jawab PT 
Pembangki Jawa Bali Services.  
3) Menguntungkan bagi perusahaan dan pegawai 
Faktor pendukung yang terakhir adalah pemberian tunjangan pajak 
penghasilan kepada karyawan, sesuai dengan pernyataan Saudara Ismawan selaku 
karyawan staff payroll bahwa jumalah tunjangan pajak yang diberikan kepada 
pegawai dapat dijadikan sebagai biaya/beban pada laporan laba rugi fiska 
perusahaan sehingga mengurangi laba perusahaan, apabila laba perusahaan kecil 
maka pajak penghasilan badan juga ikut mengecil. Pernyataan tersebut sesuai 
dengan teori yang disebutkan para fiskus maupun ahli pajak. Sedang disisi 
pegawai penghasilan pegawai bertambah karena diberikan tunjangan pajak 
penghasilan oleh perusahaan, sehingga penghasilan yang diterima oleh 
pegawai/karyawan tidak berkurang. Dari keterangan diatas terlihat bahwa 
pemberian tunjangan saling menguntungkan pada kedua belah pihak. Namun 
dalam memilih metode pemotongan pajak perusahaan harus menganalisa terlebih 
dahulu apakah sesuai dengan kondisi perusahaan, karena apabila perusahaan 
dalam keadaan bangkrut maka metode ini tidak cocok, karena dapat mengurangi 
laba perusahaan. 





1) Kurangnya jumlah SDM di Staff Payroll 
Dalam menjalankan sebuah implementasi atas kebijakan atau program harus 
disertai dengan jumlah SDM yang sesuai, pernyataan tersbut sesuai denga teori 
Edward III tentang 4 (empat variabel) yang mempengaruhi sebuah implementasi. 
Dalam PT PJBS jumlah SDM didalam staff payroll hanya terdapat dua orang yang 
menangani pajak penghasilan pasal 21 untuk seluruh karyawannya. Apabila 
dilihat dari teori Edward III kendala ini masuk dalam kategori variabel 
sumberdaya. Dari sudut pandang berbeda variabel sumberdaya dapat mejadi 
faktor yang mendukung atau bahkan faktor yang menghambat jalannya sebuah 
implementasi. Semua itu dapat terjadi karena kondisi yang ada pada perusahaan, 
yang dialami PT PJB pada saat ini dengan jumlah karyawan 2.735 yang 
menangani hanya 2 orang memang tidak sebanding, namun pada kenyataannya 
penerapan pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 masih dapat berjalan 
sampai dengan  saat ini. Namun, keadaan ini tetap menjadi perhatian bagi 
manager ataupun direksi PT PJBS, karena perusahaan setiap tahunnya akan ada 
recruitment pegawi baru, yang bagaimana akan semakin bertambah jumlah 




2) Penggunaan Aplikasi Payroll 
Dalam menjalankan tugasnya untuk memotong pajak penghasilan pasal 21 





dinamakan aplikasi payroll. Aplikasi ini sengaja dibuat untuk memudahkan 
bagian staff payroll dalam mengerjakan tugas untuk memotong PPh Pasal 21 
untuk seluruh karyawa PT PJBS, namun aplikasi ini terhambat oleh 
penggunaannya yang tidak semua karyawan bisa menggunakan aplikasi ini. 
Aplikasi payroll ini yang bisa menggunakan hanya karyawan staff payroll. Dilihat 
dari segi kelemahan apabila kedua staff payroll sedang bertugas diluar kota 
misalnya, maka tidak ada yang dapat menggantikan pekerjaan tersebut karena 
terbatasnya kemampuan yang dapat menjalankan aplikasi ini. Fenomena ini dapat 
digolongkan sesuai teori Edward III dalam variabel sumberdaya yang lebih tepat. 
Karena suatu implementasi dapat berjalan efektif apabila jumlah sumber daya 
juga memadai. Pada kenyataannya memang benar PT PJBS terjadi kekurangan 
sumber daya, kejadian ini berkaitan dengan faktor penghambat sebelumnya.  
 
 
